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VZPUTUSAN
NOMOR 0114/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
pedagang, tempat tinggal di Desa Bolo, Kecamatan Lohia, Kabupaten

Muna, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Pelayaran,
pekerjaan ABK Kapal, dahulu bertempat tinggal di Desa Bolo,
Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya
di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";
Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni
2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0114/
Pdt.G/2013/PA.Rh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lohia sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor 66/03/V1/2009 tertanggal 10 Juni 2009;
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2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
Bolo, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna selama kurang lebih 1 tahun dan
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama
Anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2005 antara Penggugat dan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya
disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

b. Tergugat tidak pernah pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas dan
tidak mau kembali;

c. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2005 Tergugat pergi meninggalkan
Tergugat yang hingga kini telah mencapai 8 tahun lamanya dengan
sepengetahuan dan seizin Penggugat untuk bekerja tetapi tidak pernah pulang
dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan
pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selama itu pula Tergugat
tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan atau tidak meninggalkan
harta benda yang dapat digunakan sebagai natkah Penggugat serta Tergugat
membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan
Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat
Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan
Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
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Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat,
Penggugat;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat
telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap
atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan ternyata
Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui
media RRI Kendari pada tanggal 05 Juni 2013 dan tanggal 05 Juli 2013 serta
ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih
dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi
hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir

maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka

sidang;
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna Nomor 66/03/V1/2009 Tanggal
10 Juni 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,

Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Bolo,

Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang
yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk

mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat saksi
kenal setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Januari tahun 2004 karena
saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, sampai dikaruniai
seorang anak namun bulan Desember 2005 mulai tidak harmonis;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan
Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana
Tergugat pergi bekerja dan tidak pernah kembali serta tidak ada kabar dari
Tergugat;

- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari tahun 2005 sampai sekarang kurang lebih
delapan tahun lamanya, tidak ada kabar, nafkah serta komunikasi dari Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, yang membiayai hidup Penggugat dan
anak Penggugat adalah Penggugat sendiri dibantu dengan orang tua

Penggugat;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa
dipertahankan lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling
memperdulikan lagi dan Penggugat yang tidak rela dengan perbuatan Tergugat

tersebut;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
tidak ada, tempat tinggal Kampung Mabolu, Desa Bolo, Kecamatan Lohia,

Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang
yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk

mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah keluarga jauh sekaligus bertetangga dengan saksi

sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2004 dan
telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun seminggu
setelah menikah Tergugat pamit izin untuk pergi kerja di kapal dan mulai bulan
Desember 2005 tidak ada komunikasi serta kabar dan nafkah dari Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, kurang lebih delapan tahun lamanya, yang membiayai
hidup Penggugat dan anak Penggugat adalah Penggugat sendiri dibantu
dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena baik

Penggugat maupun Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang

untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan
sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri
tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama
Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan
pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahannya maka
Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir,
maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenubhi
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis
Hakim telah berupaya memberi penjelasan agar rukun kembali sebagai suami istri

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa
yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memperhatikan
dan memenuhi kebutuhan Penggugat dengan memberikan nafkah baik lahir
maupun bathin kepada Penggugat karena telah terjadi pisah tempat tinggal sejak
tahun 2005 sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi mencari kerja namun
tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, dan alasan tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan
terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat

dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu telah terjadi
pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, dimana Tergugat

telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan
mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi batas minimal
pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap telah terpenuhi syarat

pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan 2
(dua) orang saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum dalam

persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami
istri;

b. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai satu orang anak, yang saat ini dalam asuhan
Penggugat;

c. Bahwa sejak Desember 2005 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya
keterpisahan hidup dimana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa kabar sampai sekarang;

d. Bahwa selama berpisah kurang lebih delapan tahun,
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

e. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat
ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi

dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sehingga
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terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak
pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan pisahnya Penggugat

dan Tergugat sejak Desember 2005 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2)
Undang — Undang Perkawinan yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami
atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan
permohonan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang cukup,
diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in
casu telah mengandung unsur melalaikan kewajiban oleh Tergugat dengan
meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah sehingga terjadi keterpisahan
hidup dan karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk
membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan
dari perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak

dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami adalah tidak relevan
dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa
suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta firman Allah dalam surah
al-Bagarah ayat (233) yang mewajibkan seorang suami untuk selalu melindungi

istrinya termasuk dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya.

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara yang ma’ruf.

Menimbang, bahwa pada hakikathya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika

dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada
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maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul figih yang diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini,

berbunyi:

dladdl > e p 2do awlaadl s 5
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik
perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari

timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang
ditemukan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam
persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut
telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34
ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg., maka permohonan
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan Majelis Hakim berpendapat telah
terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan

menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli

figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi :

a 3> Y b 965 i ply prelisall US> o oS LI 0 00

Artinya :
"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian

tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan
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setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku serta hukum syara® berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

e Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

¢ Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

e Menjatuhkan talak satu ba’in Shughra Tergugat, Tergugat kepada
Penggugat, Penggugat;

e Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

e Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Dr.
Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan
Hasnawati, S.HIl. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga
putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dra. Samsang sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Angggota, Hakim Anggota,
t.t.d. t.t.d.
Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH. Hasnawati, S. HI.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Dra. Samsang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK) Rp. 50.000,00
2. Panggilan Rp. 250.000,00
3. Redaksi Rp. 5.000,00
4. Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. Abd. Haqg, S.Ag., MH.
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